
ABSTRAK 

PERAN PEMERINT AH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN 
PENDA YAGUNAAN SUMBER DAYA BUT AN UNTUK MENTNGKA TKAN 

KF.SEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN 
UNDANG-UNDANG NO. 41TA.BUN1999 TENTANG KEllUTA.NAN 

(Studi Pad• Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas) 

O L E H  
MHD. WNI HASrBUA.N 

NPM : 07 � 0648 
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

Pembahasan skripsi ini edalah sekitar tentang peraoan Pemerintah Daerah di 
Kccamatan Ulu Barumun K.abupatcn Padang Lawas daJam ha! peogclolaan dan 
pendayagunaan sumbcr daya hutan untuk meningkat.k.an kcsejahtcraan masyarak.at 
dengan mempcrhatikan aspek lingkungan hidup. 

Pcrmasalahan yang diajukan adalah bagaimana peranan Pemcrintah Daerah 
daJam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya hutan untuic meninglcatkan 
kesejahtCf'lllll) masyaraluttny11 dan bllgaimanu kcndllla yang dihaWipi Pemerintah 
Daerah dalam pengeJolaan dan pendayagunaan sumber daya hutao uotuk 
meninglcatlcan kesejahteraan masyaraklltnya. 

Untuk membahas permasalahan tersebut make dilakukan penelitian secara 

kepu.ctakean dan penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Kecamatao Ulu 
Baromuo Kabupatcn Padang Lawas untuk. mendapatkan informasi ataupun data 
yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. 

Hasil penclitian dan pembahasan menjelaskan peogelolaan dan peodayaguoaan 
sumber daya hutan saogat berhubungan dengan peniogkatan kescjahtcraan masyarak.at 
kareoa dcngan perao hutan maica basil butan dapat difungsi.kao uotuk peningkatao 
ekooomi masyarakat yang secara langsuog berhubungan dengan kesejahteraan 
masyarakaL Dalam ha! pelaksanaao pemuogutan basil hutan (kayu) yang diatur di 
daJam Uodaog-Undang Pokok Kchutanan dcogan pemcliharaan tanah scbllgaimana 
diatur di dalam UUPA terdapar pcrtentangan kepentingan. kareoa kedua uodang­
uodaog bertitel pokok selain ketentuao yang diatumya, atau dengan kata lain baik 
UUPA maupun UUPK mengatur mengeoai tanah secara umwn sehingga tidak dapat 
diterapkan sccura objektif di dalam prak:teknya terutama di dalam pcrlindungan tanab 
huran. Hubungan anrara Hukum Adm.ini.strasi Negara dengan pemeliharaan lllnah ini 
pada pokolmya mcrupakao suatu beotuk bubungan yang disandarkan kcpada 
terselenggaranya proses pemcliharaan taoab bcserta lioglnmgannya di dalam 
pelaksaoaan penguasaan bale pengelolaan hutan. Sehingga apabila pihak peogelola 
butan sebagai pihak yang menjalankan ketentuao administrasi oegara terutama di 
daJam bubuogan kewajibllnnya sebagai pemcgang HPH maka kepadaoya dapat 
dikenakao tindakan administrasi berupa pencabutan izin HPH dan tindakan bukwn 
laionya. 
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